GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 27 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR
29 TAHUN 2008 TANGGAL 21 OKTOBER 2008 TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH, BANTUAN
SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2008 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pertanggungan Belanja Hibah, Bantuan
Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun
2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Tahun Anggaran 2010 dan untuk tertib administrasi, periu
mengubah Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2008 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pertanggungan Belanja Hibah, Bantuan Sosial,
Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2008
tanggal 21 Oktober 2008 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan
dan Belanja Tidak Terduga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonomi Propinsi Atjeh  dan Perubahan Peraturan Pembentukan
Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)



10.

11.

12.

13,

14.

15

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89 dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4521);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Indonesia Nomor 4723);;

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Propinsi (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 59);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun 2010;



Menetapkan :

16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Daerah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Utara Nomor 7);

17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);

18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);

19. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial,
Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun
2008 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja
Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja tidak terduga;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 29 TAHUN 2008 TENTANG TATA
CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGIAWABAN BELANJA
HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA
TIDAK TERDUGA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2008
Tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah,
Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga yang telah
diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2008
tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah,
Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja tidak terduga, diubah
sebagai berikut :

1. Pasal 6 huruf c diubah dan ditambah satu huruf menjadi huruf h,

sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6
Tata Cara pemberian Belanja Hibah, yaitu:

c. "Kejelasan peruntukannya berarti dapat berbentuk proposal atau
rencana kegiatan terperinci yang harus diketahui oleh Kepala
Desa/Lurah setempat serta menganut prinsip akuntabilitas serta
efektivitas dalam pencapaian sasaran dari pemberi hibah”;



h. “Naskah Perjanjian Bantuan Hibah diatas Rp. 50.000.000 (Lima
puluh juta Rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000 (Dua ratus
juta Rupiah) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi”;

2. Pasal 7 huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

d. "Kejelasan penggunaan peruntukannya dapat berbentuk
proposal atau rencana kegiatan yang terperinci dan harus
diketahui oleh Lurah/Kepala Desa setempat”:

3. Pasal

8 huruf c angka 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

C. Untuk penerima bantuan sosial perorangan dapat diberikan
setelah memenuhi persyaratan antara lain :

1) "mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur

dengan dibubuhi materai secukupnya dan harus diketahui
oleh Lurah/Kepala Desa setempat”;

Pasal 11 angka 1 huruf b dan angka 2 huruf b diubah, sehingga

berbunyi sebagai berikut:

1. D,

2. b.

“Laporan pertanggungjawaban atas penggunaan belanja
hibah disampaikan dalam bentuk Ilaporan realisasi
penggunaan dana dan bukti-bukti lainnya yang syah sesuai
dengan naskah perjanjian hibah dan peraturan perundang-
undangan lainnya dan harus diketahui oleh Lurah/Kepala
Desa setempat atau dilegalisir oleh Notaris”;

“Laporan pertanggungjawaban atas penggunaan bantuan
sosial disampaikan dalam bentuk tanda terima uang
beserta peruntukan penggunaannya dan realisasi
penggunaan dana dan bukti-bukti iainnya yang syah sesuai
dengan peraturan perundang-udangan yang berlaku dan
harus diketahui oleh Lurah/Kepala Desa setempat atau
dilegalisir oleh Notaris”;



Pasal II
Peraturan Gubernur ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah
Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 20 April 2010

GUBERNUR SUMATERA UTARA,
dto

SYAMSUL ARIFIN

Diundangkan di Medan
pada tanggal & CIpRAULROLO

SEKRETARIS DAE PROVINS

.E. NAINGGOLAN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2010 NOMOR «~=~




